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Abstrak   

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk 

pembagunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam Penelitian 

ini peneliti menggunakan metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan 

mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan 

bahan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet.Berdasarkan hasil 

Penelitian yang telah dilakukan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki beberapa 

fungsi yakni fungsi pemasukan anggaran,mengatur kebijakan negara,pemerataan kepada 

masyarakat,dan menstabilkan keaadaan ekonomi Negara. 

 

Kata kunci: Dasar –Dasar Pajak, Metode Literatur 

  

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk 

pembagunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat  (Yusuf, 2021) 

(Ribhan & Yusuf, 2016). Oleh karena itu,sektor pajak memegang peranan penting dalam 

perkembangan kesejahteraan bangsa (Anggarini, Putri, et al., 2021) (Putri, 2021). 

Namun,tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena 

banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu 

tantangan tersendiri (Putri & Ghazali, 2021). Pemerintah telah memberikan kelonggaran 

dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui surat pemberitahuan pajak 

(SPP).Akan tetapi,tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan 

tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut (Lina & Permatasari, 2020) 

(LIA FEBRIA LINA, 2019). Hal ini mendorong pemerintah menciptkan suatu mekanisme 

yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hokum 

(ANGGARINI & PERMATASARI, 2020). Salah satu mekanisme tersebut adalah gijzeling 
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atau lembaga paksa badan.Keberadaan lembaga ini masih kontroversial.Beberapa kalangan 

beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. 

di lain pihak,muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek 

jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang kurang baik (Ahluwalia et al., 

2021) (Damayanti et al., 2020). 

KAJIAN PUSTAKA 

PENGERTIAN PAJAK  

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang 

dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. 

Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi 

kesejahteraan masyarakat (Maryana & Permatasari, 2021). Uang pajak digunakan untuk 

kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi (Anggarini, Nani, et al., 2021) 

(Riski, 2018). Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai 

pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum,membiayai 

anggaran kesehatan danpendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat 

dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU KUP 

Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anggarini, 2021). 

Ciri-Ciri Pajak  

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan diatas, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut :  

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara 

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut 

hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat 

objektif (Anggarini, Nani, et al., 2021) (Riski, 2018). Yaitu warganegara yang memiliki 

penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Anggarini, 2021). PTKP 

yang berlaku saat ini adalah Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan. Itu artinya, jika 

Anda memiliki pendapatan lebih dari Rp4,5 juta sebulan akan kena pajak (Fitranita & 

Wijayanti, 2020)  (Khamisah et al., 2020). Sementara bila Anda adalah seorang pengusaha 
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atau wirausaha dengan omzet, tarif PPh Final0,5% berlaku dari total peredaran bruto 

(omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (berdasarkan PP 23 Tahun 

2018 (Octavia et al., 2020). 

2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara  

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar 

pajak (Nani & Ali, 2020)  (Rahmawati & Nani, 2021). Dalam undang-undang pajak sudah 

dijelaskan, jika seseorang dengansengaja tidak membayar pajak yang seharusnya 

dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana (Nani 

& Lina, 2022)  .  

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung Pajak berbeda dengan retribusi. 

Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, makaharus membayar sejumlah uang, 

yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu (Nani et al., 2021) (Nani, 2019). Pajak 

merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara.Jadi ketika membayar 

pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar 

(Lina & Nani, 2020). Yang akan Anda dapatkan, misalnya berupa perbaikan jalan raya di 

daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda,dan 

lainnya (View of Exploring the Relationship between Formal Management Control 

Systems, Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership 

Characteristics.Pdf, n.d.)  (Novita & Husna, 2020b) 

4. Berdasarkan Undang-undang Artinya pajak diatur dalam undang-undang Negara (Nani, 

2020). Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, 

pembayaran, dan pelaporan pajak (Novita et al., 2020)  (Pratama et al., 2022). Sebagai 

sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi 

maupun hokum (View of Exploring the Relationship between Formal Management Control 

Systems, Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership 

Characteristics.Pdf, n.d.)  (Novita & Husna, 2020b). 

Fungsi Pajak 

Berdasarkan 4 ciri di atas, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu: 

 1. Pajak dari perspektif ekonomi Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari 

sektor privat (warganegara) kepada sektor publik (masyarakat). Hal ini memberikan 

gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 situasi menjadi berubah, yaitu: 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

4 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

a. Berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan 

penguasaan barang dan jasa (Novita & Husna, 2020a).  

b. Bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik 

yang merupakan kebutuhan masyarakat. 

2. Pajak dari perspektif hukum 

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang�undang yang 

menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana 

tertentu kepada Negara. Di mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak 

tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Novita & Husna, 2020a). Hal 

ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, 

sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul 

pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak memiliki peranan yang 

signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber 

pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang Dibutuhkan, termasuk 

pengeluaran untuk pembangunan (Fauzi et al., 2021) (Suwarni & Handayani, 2021). 

Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:  

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan 

negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk 

membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, 

fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan 

menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan Negara.  

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau 

mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut 

antara lain:  

a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi (Strategi Pengembangan Bisnis 

Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model 

Kanvas, 2020).  

b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak 

ekspor barang.  

c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi daridalam 

negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
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 d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomianagar 

semakin produktif. 

3. Fungsi Pemerataan (PajakDistribusi) Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan 

menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan 

masyarakat (Larasati Ahluwalia, 2020)  (Lina & Ahluwalia, 2021). Fungsi Stabilisasi Pajak 

dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk 

mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang 

beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, 

pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan 

deflasi dapat di atasi (Anggarini, Nani, et al., 2021)(Ahluwalia, 2020). Keempat fungsi 

pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai Negara (Fauzi 

et al., 2020). 

Syarat dan Asaz Pemungutan Pajak  

Syarat Pemungutan Pajak 

Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harusmemenuhi 

persyaratan yaitu:  

1.Pemungutan pajak harus adil  

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakankeadilan 

dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupunadil dalam 

pelaksanaannya, seperti:  

a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak;  

b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagaiwajib pajak; 

c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan beratringannya 

pelanggaran. 

 2. Pemungutan pajak harus undang-undang 

 Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yangberbunyi: 

«Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluannegara diatur dengan 

Undang-Undang», ada beberapa hal yang perlu diperhatikandalam penyusunan Undang-

undang tentang pajak, yaitu: 
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 a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang 

tersebut harus dijamin kelancarannya. 

 b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.  

c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.  

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian Pemungutan pajak harus diusahakan 

sedemikian rupa agar tidak mengganggukondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, 

perdagangan, maupun jasa (Sari & Sukmasari, 2018). Pemungutan pajak jangan sampai 

merugikan kepentingan masyarakat danmenghambat lajunya usaha masyarakat pemasok 

pajak, terutama masyarakat kecildan menengah (Rosmalasari, 2017).  

4.Sistem pemungutan pajak harus sederhana Bagaimana pajak dipungut akan sangat 

menentukan keberhasilan dalam pungutanpajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan 

wajib pajak dalam menghitungbeban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan 

dampak positif bagiwajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. 

Sebaliknya,jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak. 

5. Pemungutan pajak harus efesien Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka 

pemungutan pajak harusdiperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah 

dari pada biayapengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak 

harussederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak 

akanmengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitunganmaupun 

waktu. 

METODE  

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau 

studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca 

jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di 

perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini 

adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, 

kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh 

pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan 

data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen. 

Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu iternet 
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(Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia 

menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik . 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Asaz Pemungutan Pajak  

Menurut para ahli, untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak, ialah 

denganmengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain :  

1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yangterkenal 

«The Four Maxims», asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut 

 a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan/ atau keadilan):pemungutan 

pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengankemampuan dan penghasilan wajib 

pajak. Negara tidak boleh bertindakdiskriminatif terhadap wajib pajak  

b. Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajakdiusahakan 

sehemat mungkin, jangan sampai terjadi dan biaya pemungutanpajak lebih besar dari hasil 

pajak  

2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak sebagai berikuta.  

a. Asas daya pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besarkecilnya 

penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakintinggi pajak yang 

dibebankan. 

Jenis pajak 

Pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, sebagaimana 

akan diuraikan sebagai berikut :  

1. Jenis pajak menurut golongannya  

a. Pajak langsung Pajak langsung adalah Pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang 

bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan (PPh).  

b. Pajak tak langsung  

Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. 

Contohnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan  

2. Jenis pajak menurut sifatnya 

 a. Pajak subyektif Pajak subyektif adalah pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari dari syarat objektifnya 
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(memperhatikan keadaan wajib pajak). Contohnya pajak pendapatan nya adalah 1944 dan 

pajak penghasilannya 1984.  

b. Pajak obyektif Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 

memperhatikan diri wajib pajak. Contohnya pajak bumi dan bangunan (PBB), karena pajak 

bumi dan bangunan dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari 

keadaan pemiliknya. 

3. Jenis pajak menurut lembaga pemungutannya  

a. Pajak pusat (negara) Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara. contohnya bea materai, PBB, PPh, PPN dan lainnya.  

b. Pajak daerah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP no. 18 tahun 1997 

sebagaimana diubah PP no. 34 tahun 2000. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu: 

a). Pajak propinsi, Contohnya: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea 

balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan 

bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan lainnya.  

b). Pajak kabupaten / kota, Contohnya : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

reklame dan pajak penerangan jalan. 

Tata cara pemungutan pajak  

3. Sistem pemungutan pajak  

a. Official assessment system 

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri – cirinya :  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.  

2) Wajib pajak bersifat pasif.  

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.  

b. Self assessment system Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri – cirinya :  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.  

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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c. With holding system  

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada hihak ketiga 

(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh wajib pajak.  

Ciri – cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengantidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluannegara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pajak memiliki beberapa fungsiyakni fungsi pemasukan 

anggaran,mengatur kebijakan negara,pemerataan kepadamasyarakat,dan menstabilkan 

keaadaan ekonomi negara.Pemungutan pajak yangdilakukan oleh negara yang berdasarkan 

undang-undang harus dijaminkelancarannya. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk 

tidak diperlakukansecara umum. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para 

wajibpajak.Menurut teori asuransi di ibaratkan seperti pembayaran premi karenamendapat 

jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang dan/atauwarganya dengan segala 

kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa sertaharta bendanya 

REFERENSI  

Ahluwalia, L. (2020). EMPOWERMENT LEADERSHIP AND PERFORMANCE: 

ANTECEDENTS. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 7(1), 

283. 

http://www.nostarch.com/javascriptforkids%0Ahttp://www.investopedia.com/terms/i/

in_specie.asp%0Ahttp://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo 

de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOL 

Ahluwalia, L., Permatasari, B., Husna, N., & Novita, D. (2021). Penguatan Sumber Daya 

Manusia Melalui Peningkatan Keterampilan Pada Komunitas ODAPUS Lampung. 

2(1), 73–80. https://doi.org/10.23960/jpkmt.v2i1.32 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

10 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

Ameraldo, F., & Ghazali, N. A. M. (2021). Factors Influencing the Extent and Quality of 

Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Shari’ah Compliant 

Companies. International Journal of Business and Society, 22(2), 960–984. 

Anggarini, D. R. (2021). Kontribusi Umkm Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi 

Provinsi Lampung 2020. 9(2), 345–355. 

Anggarini, D. R., Nani, D. A., & Aprianto, W. (2021). Penguatan Kelembagaan dalam 

Rangka Peningkatan Produktivitas Petani Kopi pada GAPOKTAN Sumber Murni 

Lampung (SML). Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, 2(1), 59–

66. https://doi.org/10.29259/jscs.v2i1.59 

ANGGARINI, D. R., & PERMATASARI, B. (2020). PENGARUH NILAI TUKAR 

DOLAR ANGGARINI, D. R., & PERMATASARI, B. (2020). PENGARUH NILAI 

TUKAR DOLAR DAN INFLASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. 

1(2).DAN INFLASI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. 1(2). 

Anggarini, D. R., Putri, A. D., & Lina, L. F. (2021). Literasi Keuangan untuk Generasi Z 

di MAN 1 Pesawaran. 1(1), 147–152. 

Damayanti, D., Sulistiani, H., Permatasari, B., Umpu, E. F. G. S., & Widodo, T. (2020). 

Penerapan Teknologi Tabungan Untuk Siswa Di Sd Ar Raudah Bandar Lampung. 

Prosiding Seminar Nasional Darmajaya, 1, 25–30. 

Dhiona Ayu Nani, V. A. D. S. (2021). HOW DOES ECO–EFFICIENCY IMPROVE FIRM 

FINANCIAL PERFORMANCE? AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIAN 

SOEs. 4(1), 6. 

Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2020). WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN THE 

DEVELOPING COUNTRY: THE EFFECTS OF FINANCIAL AND DIGITAL 

LITERACY ON SMES’ GROWTH. Journal of Governance and Regulation, 9(4), 

106–115. https://doi.org/10.22495/JGRV9I4ART9 

Fauzi, F., Antoni, D., & Suwarni, E. (2021). MAPPING POTENTIAL SECTORS BASED 

ON FINANCIAL AND DIGITAL LITERACY OF WOMEN ENTREPRENEURS: A 

STUDY OF THE DEVELOPING ECONOMY. 10(2), 318–327. 

https://doi.org/10.22495/jgrv10i2siart12 

Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Journal Accounting and Finance Edisi Vol. 4 No. 1 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

11 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

Maret 2020. Accounting and Finance, 4(1), 20–28. 

Khamisah, N., Nani, D. A., & Ashsifa, I. (2020). Pengaruh Non Performing Loan (NPL), 

BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek …. … : International Journal of …, 3(2), 18–

23. https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/technobiz/article/view/836 

Larasati Ahluwalia, K. P. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Pada Kinerja 

Dan Keseimbangan Pekerjaan-Rumah Di Masa Pandemi Ncovid-19. Manajemen 

Sumber Daya Manusia, VII(2), 119–128. 

LIA FEBRIA LINA, B. P. (2019). KREDIBILITAS SELEBRITI MIKRO PADLIA FEBRIA 

LINA, B. P. (2019). KREDIBILITAS SELEBRITI MIKRO PADA NIAT BELI 

PRODUK DI MEDIA SOSIAL. 1(2), 41–50.A NIAT BELI PRODUK DI MEDIA 

SOSIAL. 1(2), 41–50. 

Lina, L. F., & Ahluwalia, L. (2021). Customers’ impulse buying in social commerce: The 

role of flow experience in personalized advertising. Jurnal Manajemen Maranatha, 

21(1), 1–8. https://doi.org/10.28932/jmm.v21i1.3837 

Lina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, 

L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada KesukLina, L. F., & Nani, D. 

A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina, L. F., & Nani, D. A. 

(2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kes. Performance, 27(1), 60–69. 

Lina, L. F., Nani, D. A., & Novita, D. (2021). Millennial Motivation in Maximizing P2P 

Lending in SMEs Financing. September, 188–193. 

Lina, L. F., & Permatasari, B. (2020). Social Media Capabilities dalam Adopsi MediLina, 

L. F., & Permatasari, B. (2020). Social Media Capabilities dalam Adopsi Media 

Sosial Guna Meningkatkan Kinerja UMKM. Jembatan. Jembatan : Jurnal Ilmiah 

Manajemen, 17(2), 227–238. https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.12455 

Maryana, S., & Permatasari, B. (2021). PENGARUH PROMOSI DAN INOVASI PRODUK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ( Studi Kasus Pada Gerai Baru Es Teh 

Indonesia di Bandar Lampung ). 4(2), 62–69. 

Nani, D. A. (2019). Islamic Social Reporting: the Difference of Perception Between User 

and Preparer of Islamic Banking in Indonesia. TECHNOBIZ : International Journal of 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

12 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

Business, 2(1), 25. https://doi.org/10.33365/tb.v2i1.280 

Nani, D. A. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Insentif Bagi Manajer Dan Karyawan. 

Jurnal Bisnis Darmajaya, 6(1), 44–54. 

Nani, D. A., Ahluwalia, L., & Novita, D. (2021). Pengenalan Literasi Keuangan Dan 

Personal Branding Di Era Digital Bagi Generasi Z Di Smk Pgri 1 Kedondong. 

Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS), 2(2), 

43. https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1313 

Nani, D. A., & Ali, S. (2020). Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical 

Evidence from Indonesian Local GovernmeNani, D. A., & Ali, S. (2020). 

Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from 

Indonesian Local Governments. Jurnal Dinamika Akuntansi. Jurnal Dinamika 

Akuntansi Dan Bisnis, 7(1), 33–50. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15671 

Nani, D. A., & Lina, L. F. (2022). Determinants of Continuance Intention to Use Mobile 

Commerce during the Emergence of COVID-19 In Indonesia : DeLone and McLean 

Perspective. 5(3), 261–272. 

Novita, D., & Husna, N. (2020a). Peran ecolabel awareness dan green perceived quality 

pada purchase intention. Jurnal Manajemen Maranatha, 20(1), 85–90. 

Novita, D., & Husna, N. (2020b). The influence factors of consumer behavioral intention 

towards online food delNovita, D., & Husna, N. (2020). The influence factors of 

consumer behavioral intention towards online food delivery services. Jurnal 

Technobiz, 3(2), 40–42.ivery services. Jurnal Technobiz, 3(2), 40–42. 

Novita, D., Husna, N., Azwari, A., Gunawan, A., & Trianti, D. (2020). Behavioral 

Intention Toward Online Food delivery (The Study Of Consumer Behavior During 

Pandemic Covid-19). 17(1), 52–59. 

Octavia, N., Hayati, K., & Karim, M. (2020). Pengaruh Kepribadian, Kecerdasan 

Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja Karyawan. Jurnal Bisnis Dan 

Manajemen, 2(1), 130–144. https://doi.org/10.23960/jbm.v16i2.87 

Pratama, E. N., Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2022). The Effect Of Job Satisfaction 

And Organizational Commitment On Turnover Intention With Person Organization 

Fit As Moderator Variable. Atm, 6(1), 74–82. 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

13 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

Putri, A. D. (2021). Maksimalisasi Media Sosial untuk Meningkatkan Pendapatan dan 

Pengembangan Diri Generasi Z di MAN 1 Pesawaran. Journal of Social Sciences and 

Technology for Community Service (JSSTCS), 2(2), 37. 

https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1180 

Putri, A. D., & Ghazali, A. (2021). ANALYSIS OF COMPANY CAPABILITY USING 7S 

MCKINSEY FRAMEWORK TO SUPPORT CORPORATE SUCCESSION ( CASE 

STUDY : PT X INDONESIA ). 11(1), 45–53. https://doi.org/10.22219/mb.v11i1. 

Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN 

PERUSAHAAN, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TAX AVOIDANCE. 

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 26(1), 1–11. https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246 

Ribhan, R., & Yusuf, N. (2016). Pengaruh Moral Kognitif Pada Kinerja Keperilakuan Dan 

Kinerja Hasil Tenaga Penjualan. Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan| Journal of 

Theory and Applied Management, 6(1), 67–78. 

https://doi.org/10.20473/jmtt.v6i1.2660 

Riski, D. (2018). Pengaruh Total Pendapatan Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Laju 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. TECHNOBIZ : International Journal of 

Business, 1(1), 1. https://doi.org/10.33365/tb.v1i1.182 

Rosmalasari, T. D. (2017). Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan Agroindustri Go Publik 

Sebelum dan Pada Masa Krisis. Jurnal Ilmiah GEMA EKONOMI, 3(2 Agustus), 393–

400. 

Sari, T. D. R., & Sukmasari, D. (2018). c. Journal of Behavioural Economics, Finance, 

Entrepreneurship, Accounting and Transport, 6(1), 22–25. 

Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan 

Pendekatan Business Model Kanvas, 19 Journal Management, Business, and 

Accounting 320 (2020). 

Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2021). Development of Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSME) to Suwarni, E., & Handayani, M. A. (2021). Development of 

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to Strengthen Indonesia’s Economic 

Post COVID-19. Business Management and Strategy, 12(2), 19. h. Business 

Management and Strategy, 12(2), 19. https://doi.org/10.5296/bms.v12i2.18794 



  Pusdansi.org 

  Volume 2 (9), 2022 

 

14 
 

Pusdansi.org 

jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://j

urnal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ 

http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

J 

View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems, 

Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership 

Characteristics.pdf. (n.d.). 

Yusuf, N. (2021). The Effect of Online Tutoring Applications on Student Learning 

Outcomes during the COVID-19 Pandemic. Italienisch, 11(2), 81–88. 

http://www.italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/100 

 


